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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kasus kekerasan terhadap anak merupakan suatu fenomena yang kerap 

menjadi perbincangan publik saat ini. Anak seringkali menjadi obyek kekerasan, baik 

kekerasan secara fisik maupun kekerasan secara psikis. Angka kasus kekerasan 

terhadap anak di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan 

laporan dari CNN Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak mencatat angka kekerasan terhadap anak di seluruh Provinsi di 

Indonesia pada tahun 2019 sebanyak 11.057 kasus, yang terdiri dari kekerasan fisik, 

kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi, tindak pidana 

perdagangan orang (TPPO), dan kasus kekerasan lainnya. Pada tahun 2020, jumlah 

kekerasan terhadap anak meningkat menjadi 11.278 kasus. Kemudian, pada tahun 

2021 jumlah kasus kekerasan terhadap anak semakin meningkat sebanyak 14.517 

kasus. 

Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak menandakan bahwa masih banyak 

yang tidak peduli dan belum paham atas hak-hak anak. World Health Organization 

(2002) menyebutkan bahwa, perilaku kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk 

perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, 

pelalaian, yang mengakibatkan cedera atau kerugian pada kesehatan anak, 

kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau martabat anak, yang dilakukan 

dalam konteks hubungan tanggung jawab. 
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Kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Sumatera Selatan cukup banyak 

setiap tahunnya, salah satunya di Kota Palembang. Pada tahun 2020 Kota Palembang 

menjadi kota dengan jumlah korban kasus kekerasan terhadap anak terbanyak di 

Sumatera Selatan. Jumlah korban kekerasan yang terlayani di Kota Palembang selama 

tiga tahun belakangan dapat dilihat pada grafik dibawah ini: 

Gambar 1. 1 Jumlah Korban Kekerasan Anak di Kota Palembang 

  
Sumber : UPT. Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Palembang 

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa korban kekerasan terhadap anak yang 

ditangani oleh pemerintah Kota Palembang pada tahun 2020 sebanyak 36 korban. Pada 

tahun 2021 jumlah korban kekerasan terhadap anak di Kota Palembang mengalami 

penurunan yang cukup signifikan. Namun, pada tahun 2022 jumlah korban kekerasan 

terhadap anak bertambah dari tahun sebelumnya. Data tersebut belum termasuk jumlah 

keseluruhan korban kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Palembang, karena 

masih banyak kasus kekerasan terhadap anak yang tidak dilaporkan ke Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota 

Palembang. Oleh sebab itu, dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak 

dibutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak terkait termasuk masyarakat agar saat 

terjadi kekerasan anak pemerintah lebih cepat menanganinya, sebab bentuk kekerasan 

terhadap anak menjadi salah satu permasalahan yang harus segera ditangani. 
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Pemerintah dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak membuat 

undang-undang tentang perlindungan anak sebagai langkah untuk mencegah tindakan 

kekerasan terhadap anak dan melindungi hak-haknya. Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2 menentukan bahwa 

perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin, dan melindungi anak dan 

hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal 

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi 

angka kekerasan terhadap anak yaitu dengan menggagas berbagai  program 

perlindungan terhadap anak. Program-program tersebut berupa: (a) Forum Partisipasi 

Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA); (b) Perlindungan Anak 

Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM); (c) Kota Layak Anak (KLA). 

Program-program tersebut dilakukan untuk mendukung upaya-upaya 

perlindungan anak di seluruh Indonesia menuju pada perkembangan sistem 

komprehensif yang dapat memastikan perlindungan anak, baik laki-laki maupun 

perempuan dalam semua konteks. Dengan adanya program perlindungan anak secara 

nasional akan efektif dan membuat kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia cepat 

ditangani. Dalam perspektif hak asasi manusia, kasus kekerasan terhadap anak 

merupakan tanggung jawab negara, baik dari hal penyebabnya maupun solusinya. 

Maka dari itu, dalam upaya penanggulangannya kasus kekerasan terhadap anak tidak 

hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi menjadi tanggung jawab 

pemerintah daerah juga. 

Perlindungan terhadap anak merupakan salah satu tujuan pembangunan 

berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Melalui Sustainable 
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Development Goals (SDGs) pemerintah berharap bahwa masalah-masalah sosial dapat 

teratasi dan mencapai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Perlindungan terhadap 

anak berfokus pada pencapaian SDGs tujuan ke 16 target kedua yakni, menghentikan 

pelecehan, eksploitasi, perdagangan dan segala macam bentuk kekerasan serta 

penyiksaan terhadap anak. Kesejahteraan anak merupakan penanda penting dari 

kemajuan menuju pencapaian SDGs, karena tujuan pembangunan berkelanjutan atau 

Sustainable Development Goals (SDGs) memiliki prinsip bahwa tidak ada yang boleh 

ditinggalkan. Anak-anak merupakan salah satu dari kelompok terentan di seluruh 

dunia, maka perkembangan mereka merupakan bagian integral dalam upaya-upaya 

pencapaian SDGs.  

Adanya Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan 

berkelanjutan ini membuat pemerintah dituntut untuk terus mewujudkan tujuan 

pembangunan tersebut. Tidak hanya pemerintah pusat saja, pemerintah daerah juga 

dituntut untuk ikut berpartisipasi serta memperkuat perannya dalam pencapaian 

Sustainable Development Goals (SDGs). Melalui kerjasama antar aktor pemerintah, 

aktor privat, stakeholder serta masyarakat, pemerintah mencoba untuk melakukan 

koordinasi, kolaborasi sebagai bentuk kerjasama dalam menanggulangi kasus 

kekerasan terhadap anak. 

Untuk mencapai tujuan pembangunan serta mempercepat penanganan kasus 

kekerasan terhadap anak Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak (KPPPA) pada tahun 2016 menggagas program Perlindungan Anak Terpadu 

Berbasis Masyarakat (PATBM). Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis 

Masyarakat (PATBM) merupakan salah satu program yang dibuat untuk melakukan 

pencegahan kekerasan terhadap anak serta memenuhi hak-hak anak. Program 
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Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) melibatkan banyak 

stakeholders terkait termasuk masyarakat untuk menjalankan kegiatannya. Sebuah 

gerakan dari jaringan masyarakat atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang 

bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan terhadap anak. 

Program PATBM menjadi ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan 

dan respon cepat terjadinya kekerasan terhadap anak dengan membangun kesadaran 

masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan 

perlindungan kepada anak. Program tersebut dapat dijalankan dengan melakukan 

kerjasama dengan banyak pihak melalui collaborative governance. 

Collaborative governance menjadi kajian yang menarik untuk diteliti. 

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Sudirman et al., (2020) menunjukkan bahwa 

proses collaborative governance dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak 

baik pemerintah dan non pemerintah. Penelitian Indriani et al., (2022) menunjukkan 

bahwa proses collaborative governance sudah berjalan dengan baik dan telah 

memenuhi indikator kolaborasi menurut Ansell dan Gash yaitu dialog tatap muka, 

membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil 

sementara. Tsamarah Yunifar, A., Kusbandrijo, B., & Puspaningtyas, A (2023) 

menyatakan bahwa bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh para pemangku 

kepentingan sudah berjalan dengan baik. Putu Nomy Yasintha, (2020) juga 

menyatakan bahwa melalui collaborative governance pengembangan wisata berhasil 

mengundang wisatawan. Resty Nurdiantika R, Wawan Setiawan A, & Abdal, (2022) 

menunjukkan bahwa penerapan collaborative governance sudah berjalan dengan 

optimal berdasarkan kriteria-kriteria yang dikemukakan oleh Ansell & Gash. Hasil 

penelitian Molla et al., (2021) menunjukkan bahwa collaborative governance dalam 
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pengelolaan kampung wisata Praiijing belum efektif, terlihat dari kondisi awal, desain 

kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi yang dilaksanakan. 

Hasil penelitian dari Muh. Fachrudin, Muhammad Nur, & Hasan Basri (2022) 

menunjukkan bahwa proses collaborative governance belum dapat terlaksana dengan 

optimal pada aspek shared understanding (saling memahami). Fitriayani & Gunawan 

Suharto, (2021) juga menunjukkan bahwa proses kolaborasi kehilangan momentum 

pada fase outcome jangka menengah.  

Penelitian Setiyawati (2019) menyatakan bahwa dengan adanya program 

PATBM terdapat peningkatan kesadaran orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak 

dan membantu perkembangan anak dari segi kognitif, segi sosial, dan segi moral. Sari 

et al., (2018) menunjukkan bahwa selama pelaksanaan Program PATBM di Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak Kota Palangka Raya telah terjadi penurunan angka kekerasan 

terhadap anak dan Program PATBM ini juga mendapat respon yang baik dari 

masyarakat Kota Palangka Raya. 

Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di 

Provinsi Sumatera Selatan telah berjalan dari tahun 2017. Dalam pelaksanaannya 

setiap Kabupaten/Kota membentuk aktivis PATBM sesuai arahan dari Kementrian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Aktivis PATBM terdiri dari 

berbagai kalangan yang memiliki rasa kepedulian tinggi terhadap anak. Di Kota 

Palembang sendiri pembentukan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis 

Masyarakat (PATBM) pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 1. 1 Daftar Kelompok PATBM Kota Palembang Tahun 2023 

NO KECAMATAN JUMLAH KELOMPOK ALAMAT 

1. Ilir Barat I 6 Kelompok Bukit Baru  

Lorok Pakjo 

Demang Lebar Daun 

26 Ilir D.I 

Bukit Lama 

Siring Agung 

2. Ilir Barat II 3 Kelompok 32 Ilir 

35 Ilir 

29 Ilir 

3. Ilir Timur I 3 Kelompok 20 Ilir D.III 

Sungai Pangeran 

13 Ilir 

4. Ilir Timur II 2 Kelompok 2 Ilir 

5 Ilir 

5. Ilir Timur III 2 Kelompok Duku 

10 Ilir 

6. Bukit Kecil 2 Kelompok 24 Ilir 

23 Ilir 

7. Kemuning 6 Kelompok Pipa Reja 

Ario Kemuning 

Pahlawan 

20 Ilir D.II 

Sekip Jaya 

Talang Aman 

8. Sukarami 7 Kelompok Sukabangun 

Talang Betutu 

Sukajaya 

Kebun Bunga 

Talang Jambe 

Sukarami 

Sukodadi 

9. Alang-Alang 

Lebar 

4 Kelompok Alang-Alang Lebar 

Talang Kelapa 

Karya Baru 

Srijaya 

10. Gandus 3 Kelompok Karang Jaya 

Gandus 

Pulokerto 
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NO KECAMATAN JUMLAH KELOMPOK ALAMAT 

11. Sako 3 Kelompok Sukomaju 

Sako 

Sialang 

12. Sematang Borang 4 Kelompok Sukamulya 

Lebung Gajah 

Srimulya 

Karyamulya 

13. Kalidoni 2 Kelompok Bukit Sangkal 

Kalidoni 

14. Seberang Ulu I 5 Kelompok 5 Ulu 

1 Ulu 

2 Ulu 

3-4 Ulu 

7 Ulu 

15. Seberang Ulu II 2 Kelompok 14 Ulu 

Sentosa 

16. Plaju 2 Kelompok Plaju Ulu 

Talang Putri 

17. Jakabaring 2 Kelompok Tuan Kentang 

8 Ulu 

18. Kertapati 6 Kelompok Kertapati 

Keramasan 

Kemas Rindo 

Ogan Baru 

Kemang Agung 

Karya Jaya 

Sumber : Laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan 

Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang 

Berdasarkan tabel diatas Kota Palembang sudah melaksankan Program 

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dengan membentuk 64 

kelompok dari 18 kecamatan yang ada di Kota Palembang. Dari 18 kecamatan tersebut 

masing-masing kecamatan membentuk kelompok dari kelurahan yang berbeda. 

Melalui pelaksanaan program PATBM di Kota Palembang diharapkan dapat 

menghentas kekerasan terhadap anak. Akan tetapi jumlah korban kekerasan terhadap 
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anak di Kota Palembang masih mengalami naik turun setiap tahunnya. Adanya 

ketidakstabilan jumlah korban kekerasan terhadap anak menandakan bahwa 

pelaksanaan program PATBM yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang 

belum optimal. Maka dari itu, pemerintah Kota Palembang perlu melakukan 

penguatan melalui kerjasama atau berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk 

masyarakat agar ikut andil dalam mengawasi dan memberdayakan hak-hak anak. 

Adapun para aktor dalam pelaksanaan kolaborasi ini antara lain Dinas Pemberdayaan 

Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang, 

Aktivis PATBM, Masyarakat, serta OPD terkait perlindungan anak. Melalui 

kolaborasi antar aktor kebijakan, dalam pelaksanaan program PATBM diharapkan 

dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dalam mensejahterakan 

anak baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, dengan adanya program 

PATBM apabila terjadi kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan 

setempat dapat segera diatasi dan dilaporkan ke lembaga penangan kasus kekerasan 

terhadap anak di wilayah tersebut sehingga dapat menekan angka kekerasan terhadap 

anak. Maka dari itu, Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat 

(PATBM) menjadi salah satu kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah untuk 

dapat menunjang pencapaian tujuan global dalam pembangunan berkelanjutan atau 

Sustainable Development Goals (SDGs). 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti ingin 

mengetahui bagaimana pelaksanaan program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis 

Masyarakat (PATBM) dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak melalui 

collaborative governance. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Proses Collaborative Governance 

dalam Pelaksanaan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kota 

Palembang?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui, memahami, mengidentifikasi, dan 

menganalisis proses collaborative governance dalam Pelaksanaan Program 

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kota Palembang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

perkembangan Ilmu Administrasi Publik mengenai collaborative governance dalam 

pelaksanaan program; dan sebagai referensi atau bahan rujukan untuk kegiatan 

penelitian berikutnya yang sejenis. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini dapat menambah masukan untuk Dinas Pemberdayaan 

Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang dan 

dinas terkait dalam penerapan collaborative governance terkait pelaksanaan program 

perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. 
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